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KATA PENGANTAR

Istilah politik hukum merujuk pada arah, kebijakan, dan strategi negara dalam mem-
bentuk dan menyelenggarakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan berbangsa
dan bernegara. Politik hukum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan bagaimana
hukum harus dibentuk, dijalankan, dan diubah, sejalan dengan visi ideologis, konstitusional,
serta kebutuhan sosial-politik suatu negara.

Politik hukum mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: pembentukan hukum,
penegakan hukum, dan reformasi hukum. Sementara untuk klasifikasi politik hukum adalah
politik hukum permanen dan politik hukum periodik. Sedangkan fungsi politik hukum
adalah: pertama, menjadi dasar arah pembangunan hukum nasional. Kedua, mengarahkan
pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan nilai dan kebutuhan
masyarakat. Ketiga, mencegah terjadinya tumpang tindih norma hukum atau pembentukan
hukum yang represif dan tidak adil. Keempat, mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia.

Salah satu contoh politik hukum di Indonesia yang terjadi di era Reformasi, yaitu refor-
masi hukum pasca-Orde Baru yang menekankan pada demokratisasi, HAM, dan supremasi
hukum. Contoh lain sebagai cerminan politik hukum adalah Undang-Undang KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) sebagai bentuk politik hukum dalam pemberantasan korupsi.
Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebagai bentuk politik hukum konstitusional.

Semua yang berkenaan dengan politik hukum dibahas dalam buku ini secara rinci,
sederhana, dan mudah untuk dipahami. Oleh sebab itu, buku ini wajib untuk dijadikan sebagai
rujukan bagi para mahasiswa hukum maupun umum dalam menggali lebih dalam mengenai
politik hukum. Buku ini juga sangat cocok untuk dipelajari bagi para politisi dan berbagai
aktivis agar dapat memahami apa yang disuarakan dan diperjuangkan dalam berbagai forum
dan kesempatan.

Demikian pengantar yang penulis utarakan. Semoga buku ini memberikan banyak
manfaat dalam dunia akademik maupun dunia praktis. Sehingga dapat memperkaya khazanah
keilmuan, baik di bidang politik, hukum, maupun ketatanegaraan kita sebagai wujud dari
berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia.

Terima kasih atas perhatian dan dukungan atas terwujudnya buku ini kepada semua
pihak.

Selamat membaca...!!!

Jakarta, Juni 2025

Penulis
Dr. H. Muh. Nasir S.H., M.Hum.
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BAB 1
POLITIK HUKUM SEBAGAI SEBUAH KONSEP

A. Pengertian Politik Hukum

Pada awal kemunculannya, politik hukum dipahami secara sederhana sebagai suatu
kebijakan hukum (legal policy) yang berlaku dalam suatu wilayah atau yurisdiksi tertentu.
Pemahaman ini menegaskan bahwa politik hukum bersifat lokal dan implementatif,
mencerminkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat yang menjadi subjek berlakunya
hukum tersebut. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai cerminan lokalitas
hukum dan ekspresi dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Namun, seiring dengan perkembangan ilmu hukum dan dinamika ketatanegaraan,
makna politik hukum mengalami perluasan yang signifikan. Politik hukum tidak lagi hanya
dilihat sebagai kebijakan hukum normatif, tetapi juga sebagai suatu kerangka berpikir
(framework) dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum. Dengan demikian, politik
hukum kini dipahami sebagai instrumen strategis yang mengarahkan pembangunan hukum
dan pembaruan sistem hukum nasional (legal reform), sejalan dengan perubahan sosial,
politik, dan ekonomi suatu negara.

Dalam kerangka pemikiran ini, Sunaryati Hartono (1991) menyatakan bahwa politik
hukum merupakan hasil dari proses saling memengaruhi antara berbagai faktor sosial
dan politik di masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan peran kelompok kepentingan
(pressure groups) dalam menentukan corak dan arah hukum nasional. Karena hukum
dibentuk melalui proses politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti
DPR, DPD, MPR, dan Presiden, maka tidak dapat dielakkan bahwa dinamika politik turut
memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan.

Andi Hamzah (Pudjiarto, 2003) membagi politik hukum ke dalam dua aspek penting:
aspek material dan aspek formal. Aspek material mencakup proses perancangan hukum
(legislative drafting), pelaksanaan hukum (legal executing), dan pengujian hukum (legal
review). Sedangkan aspek formal merujuk pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah
yang dituangkan dalam bentuk produk perundang-undangan. Melalui pengertian ini, terlihat
bahwa lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga berperan
dalam ranah politik hukum, terutama dalam melakukan pengujian atas norma hukum yang
berlaku.

Huijbers (1982) menekankan bahwa dalam masyarakat modern, hukum adalah hasil
konstruksi negara. [a membedakan antara hukum sebagai tuntutan rasional-moral dan
hukum sebagai produk otoritas kekuasaan, sehingga mencerminkan adanya dialektika antara
idealisme hukum dan legitimasi politik. Pemikiran ini memperkuat pentingnya partisipasi

publik dalam proses pembentukan hukum untuk menjamin legitimasi dan keberterimaan sosial.
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Ismail Sunny pun menyatakan bahwa dalam perspektif hukum, revolusi yang berhasil
menciptakan tatanan pemerintahan baru dapat membentuk sistem hukum baru yang sah.
Dalam halini, kesuksesan politik menjadilegitimasi keberlakuan hukum, termasuk konstitusi
(Sunny, 1993). Hans Kelsen, dalam General Theory of Law and State (1945), menyatakan
bahwa legalitas suatu pemerintahan dan konstitusi baru dapat diakui apabila pemerintahan
tersebut mampu mempertahankan keberlakuannya secara efektif. Ila menyatakan,

“If the new government is able to maintain the new constitution in an efficacious manner, then this

government and this constitution are, according to international law, the legitimate government

and the valid constitution of the state.”

Hukum sebagai hasil dari konfigurasi politik yang terjadi dalam masyarakat, terutama
hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Namun, dalam ke-
rangka normatif, hukum tetap menjadi instrumen untuk membatasi dan mengarahkan ke-

kuasaan politik agar selaras dengan cita-cita keadilan dan konstitusionalitas.
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BAB 2
PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM

A. Hukum sebagai Produk Politik

Banyak mahasiswa hukum kerap mengalami kegelisahan intelektual ketika dihadapkan
pada realitas bahwa hukum tidak selalu tampil sebagaimana yang mereka pelajari di bangku
kuliah. Hukum tidak senantiasa hadir sebagai penjaga kepastian, penegak keadilan, ataupun
pelindung hak-hak masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat banyak produk hukum yang
tumpul dalam menindak kesewenang-wenangan, tidak responsif terhadap kebutuhan keadilan,
dan bahkan cenderung menjadi alatlegitimasi bagi kepentingan politik kekuasaan yang dominan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa hukum bisa sedemikian
lemah dalam menjalankan perannya?

Kuncinya adalah pemahaman terhadap politik hukum—yakni bagaimana hukum di-
bentuk, diimplementasikan, dan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan yang ada. Politik
hukum, menurut Mahfud MD (2009), dapat dimaknai sebagai kebijakan dasar yang menen-
tukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk, serta hukum yang sedang atau telah
diberlakukan. Dengan demikian, politik menjadi variabel independen (independent variable)
yang memengaruhi hukum sebagai variabel dependen (dependent variable).

Mochtar Kusumaatmadja (1986) berpandangan dan sekaligus menegaskan bahwa
hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang berinteraksi dan
bersaing secara dinamis. la menyatakan bahwa hukum bukanlah entitas yang steril, melain-
kan senantiasa berada dalam pengaruh kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada dalam
masyarakat.

Proses legislasi di parlemen, misalnya, dapat dipahami sebagai arena kontestasi politik
di mana berbagai kepentingan saling bernegosiasi untuk memengaruhi isi dan arah produk
hukum. Oleh karena itu, setiap undang-undang yang lahir pada dasarnya merupakan hasil
dari proses politik tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Friedman (1975) dalam kon-
sepnya mengenai “legal system” yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
hukum.

Untuk menjawab pertanyaan lebih lanjut mengenai konfigurasi politik macam apa yang
melahirkan produk hukum seperti apa, digunakan kategorisasi dikotomis antara politik
demokratis dan otoriter, serta karakter hukum responsif dan konservatif. Menurut Satjipto
Rahardjo (2006), hukum yang responsif merupakan hukum yang mampu menangkap
aspirasi masyarakat, melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukannya, dan
tidak terlalu dikontrol oleh kekuasaan. Sebaliknya, hukum konservatif atau ortodoks lebih
banyak mencerminkan kepentingan elite dan tidak terbuka terhadap perubahan sosial.
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menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, yang tidak hanya bersifat adminis-
tratif tetapi juga mencerminkan ekspresi dari politik hukum yang demokratis dan berbasis
pada prinsip checks and balances.

Satjipto Rahardjo (2000) mengemukakan bahwa politik hukum adalah kegiatan memilih
dan menentukan cara yang hendak ditempuh untuk mencapai tujuan sosial melalui hukum
tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, cakupan politik hukum meliputi jawaban terhadap
beberapa pertanyaan mendasar: (1) tujuan sosial apa yang hendak dicapai melalui sistem
hukum yang ada; (2) cara atau pendekatan apa yang paling tepat digunakan untuk mencapai
tujuan tersebut; (3) kapan dan bagaimana hukum harus diubah untuk menyesuaikan dengan
perubahan sosial; serta (4) apakah dimungkinkan dirumuskan suatu pola hukum yang
mapan untuk digunakan secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa politik
hukum adalah instrumen dinamis yang tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga
bersifat strategis, kontekstual, dan reflektif terhadap kondisi sosial-politik masyarakat.

Dalam konteks pengawasan DPR terhadap pemerintah, politik hukum berfungsi sebagai
kerangka acuan normatif yang tidak hanya menegaskan batas dan fungsi kelembagaan, tetapi
juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusional dan aspirasi rakyat. Melalui
fungsi pengawasan yang dijalankan secara aktif dan bertanggung jawab, DPR seharusnya
dapat memainkan peran sebagai penjaga kepentingan publik dan pengimbang kekuasaan
eksekutif dalam semangat demokrasi konstitusional dan negara hukum yang berkeadilan.
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BAB 3
PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA

A. Sejarah Politik Hukum di Indonesia

Globalisasi merupakan suatu fenomena yang tak dapat dihindari, sehingga mau tidak
mau harus dihadapi sebagai realitas yang melekat dalam dinamika dunia modern. Dalam
pandangan Gelinas (Atmasasmita, 2010: 28-29), globalisasi dapat dipahami dari tiga sudut
pandang utama, yaitu sebagai sistem, sebagai proses, dan sebagai ideologi.

Pertama, globalisasi sebagai sistem merujuk pada bentuk integrasi yang sangat luas
dalam jaringan produksi internasional yang menyebabkan keterikatan erat antarnegara,
khususnya dalam bidang ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ini, globalisasi tidak hanya
memperluas relasi antarnegara, tetapi juga secara langsung berdampak pada transformasi
ruang ekonomi domestik, etika, dan budaya lokal. Perusahaan-perusahaan multinasional
melalui praktik penanaman modal langsung (foreign direct investment) kerap kali membawa
serta nilai-nilai budaya, norma bisnis, dan bahkan etika kerja yang belum tentu sesuai
dengan karakter budaya bangsa penerima investasi, sehingga dikhawatirkan berpotensi
menyebabkan kultural erasure dan technological domination.

Kedua, globalisasi sebagai proses dipahami sebagai serangkaian langkah sistematis
menuju integrasi global yang ditandai dengan intensitas kompetisi yang tinggi. Proses ini
memaksa korporasi global untuk terus-menerus melakukan restrukturisasi, efisiensi, dan
peningkatan produktivitas. Konsekuensinya, sumber daya keuangan dan teknologi terus
dikonsentrasikan secara massif guna menjamin keberlanjutan daya saing mereka. Agenda
tetap dari korporasi transnasional mencakup aksi-aksi seperti merger, akuisisi, dan pengam-
bilalihan terhadap entitas bisnis domestik, yang seringkali melemahkan kedaulatan ekonomi
negara berkembang serta menciptakan ketergantungan struktural terhadap kapital global.

Ketiga, globalisasi sebagai ideologi merupakan bentuk pemikiran sistemik dan doktrin
normatif yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap konsep kebenaran, legiti-
masi sistem ekonomi-politik, serta arah pembangunan. Dalam kedudukannya sebagai
ideologi, globalisasi tidak hanya menjadi alat rasionalisasi sistem kapitalisme global, tetapi
juga menjustifikasi hegemoni nilai-nilai neoliberalisme yang menjadikan pasar bebas,
deregulasi, dan privatisasi sebagai satu-satunya prinsip pembangunan yang dianggap sah
dan rasional. Konsep ini berimplikasi langsung terhadap penetapan kebijakan politik dan
ekonomi nasional, karena memengaruhi cara pandang elit politik dalam merumuskan arah
pembangunan hukum dan sistem pemerintahan.

Dengan demikian, dalam konteks era globalisasi, segala bentuk perumusan kebijakan
negara—termasuk politik hukum—tidak mungkin dilepaskan dari pengaruh global baik

secara struktural maupun kultural. Globalisasi telah mengintervensi ruang-ruang domestik
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6. Rasional (rasional)

Pembuatan dan penegakan hukum mengikuti analisis logika dan rasionalitas
formal—berdasarkan, bukti, dan prosedur yang sistematis.

7. Dijalankan oleh profesional (dijalankan oleh profesional)

Praktisi hukum, hakim, jaksa, dan pengacara menjalankan hukuman secara profe-
sional, bukan atas dasar koneksi politik atau nepotisme. Keahlian teknis menjadi
syarat utama.

8. Pengacara menggantikan agen umum (pengacara menggantikan agen umum)
Peran publik dijalankan oleh profesional hukum—alias pengacara—menggantikan
fungsi sebelumnya yang bersifat politis atau administratif umum.

9. Dapat diamendemen (amandemen)

Sistem hukum modern memungkinkan adanya perubahan melalui prosedur legislasi
formal, menjadikannya dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

10. Berorientasi politik (politik)

Meskipun bersandar pada rasionalitas hukum, hukum modern tidak terlepas dari
politik: legislatif, yudikatif, dan eksekutif merupakan cabang terpisah yang saling
mengimbangi (pemisahan kekuasaan).

11. Cabang kekuasaan terpisah dan jelas (legislatif, yudikatif, dan eksekutif adalah
terpisah dan berbeda)

Mekanisme checks and balances diwujudkan melalui batasan fungsi yang ketat antara
pembuat undang-undang, pembuat keputusan hukum, dan eksekutor kebijakan publik.

Ringkasnya, hukum modern adalah sistem normatif yang terstruktur, profesional,
rasional, dan adaptif, namun tetap berada dalam kerangka politik dan sosial. Kesatuan
struktur, disiplin birokrasi, kompetensi teknis, serta transparansi amandemen menjadikan
sistem hukum tersebut mampu melayani kebutuhan masyarakat modern secara adil dan
berkelanjutan.
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BAB 4
INSTRUMEN PENYEKLENGGARA PEMERINTAH

A. Hukum Sebagai Instrumen Negara

Suatu negara yang mencantumkan dalam konstitusinya bahwa dirinya adalah negara
hukum, secara yuridis-formal memang dapat dikualifikasikan sebagai negara hukum
(Manan, 2020). Namun, pengakuan formal tersebut belum secara otomatis mencerminkan
bahwa negara tersebut dalam praktiknya benar-benar menjalankan prinsip-prinsip negara
hukum dan demokrasi. Dengan kata lain, status negara hukum tidak dapat hanya didasarkan
pada deklarasi konstitusional semata, melainkan harus ditinjau lebih lanjut dari aspek
material, yakni sejauh mana prinsip supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, jaminan
hak asasi manusia, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dijalankan secara
nyata. Sebagaimana ditegaskan oleh Hans Kelsen (2016), penilaian terhadap suatu negara
sebagai negara hukum harus mempertimbangkan apakah seluruh tindakan dan kebijakan
pemerintah dijalankan berdasarkan norma hukum yang berlaku, bukan semata-mata atas
dasar kekuasaan atau kepentingan politik. Oleh karena itu, esensi negara hukum tidak hanya
terletak pada pernyataan normatif dalam konstitusi, tetapi pada realitas implementasi
prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan bernegara.

Pada era kontemporer, hampir semua negara di dunia mengklaim dirinya sebagai
negara hukum, terutama karena masing-masing telah memiliki konstitusi atau hukum dasar
yang menjadi landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan. Klaim ini secara formil
menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mengakui pentingnya supremasi hukum dalam
sistem ketatanegaraan mereka. Namun demikian, apabila dikaji secara ilmiah dan Kkritis,
klaim tersebut belum tentu dapat diterima sebagai sesuatu yang benar secara substantif.
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak terdapat jaminan bahwa setiap negara yang
menyatakan dirinya sebagai negara hukum benar-benar telah menjalankan prinsip-prinsip
dasar negara hukum dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Masih banyak negara yang
meskipun memiliki konstitusi, ternyata dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan justru
menyimpang dari prinsip legalitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip
demokrasi. Oleh karena itu, pengakuan sebagai negara hukum tidak cukup hanya didasarkan
pada keberadaan konstitusi semata, melainkan harus ditopang oleh implementasi nyata
dari prinsip-prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang sesuai
dengan norma hukum dan nilai-nilai demokrasi.

Suatu negara yang secara substansial dapat disebut sebagai negara hukum bukan
hanya ditandai oleh keberadaan konstitusi dan sistem hukum tertulis, melainkan juga
oleh praktik penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip

konstitusionalitas, legalitas, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
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trasi, sebab dalam praktiknya kebijakan selalu dijalankan melalui mekanisme administratif
dan birokrasi. Ketiga, kebijakan mencerminkan perilaku serta harapan pihak-pihak yang
terlibat di dalamnya, baik dari sisi perancang maupun pelaksana. Keempat, kebijakan bisa
berupa tindakan aktif maupun bentuk tidak bertindak (non-action), namun keduanya tetap
memiliki implikasi terhadap masyarakat.

Kelima, setiap kebijakan pada dasarnya memiliki hasil akhir (outcome) yang ingin
dicapai, baik secara eksplisit maupun implisit. Keenam, kebijakan selalu berorientasi pada
tujuan tertentu yang ingin diwujudkan, sehingga menjadi sarana strategis dalam men-
capai kepentingan publik. Ketujuh, kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan
berlangsung secara terus-menerus, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi.
Kedelapan, kebijakan melibatkan hubungan yang bersifat lintas-organisasi (antar-organi-
sasi) maupun internal (intra-organisasi), yang menunjukkan kompleksitas interaksi antar-
pemangku kepentingan. Kesembilan, meskipun tidak secara eksklusif hanya melibatkan
lembaga pemerintah, namun lembaga pemerintah biasanya memegang peran utama dalam
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Kesepuluh, kebijakan memiliki sifat
yang subjektif, karena dirumuskan melalui proses interpretasi terhadap masalah dan
dipengaruhi oleh perspektif, nilai, serta kepentingan para aktor yang terlibat.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut, Wahab ingin menekankan bahwa kebijakan bukan
sekadar keputusan administratif atau hukum, tetapi merupakan proses sosial-politik yang
kompleks dan sarat makna dalam kehidupan bernegara.

Irfan Islamy (Suandi, 2010:12) menegaskan perbedaan antara “kebijakan” (policy) dan
“kebijaksanaan” (wisdom). Kebijakan merupakan seperangkat aturan yang jelas, sedangkan
kebijaksanaan mengandungunsur pertimbangan moral dan etis yanglebih luas. Budi Winarno
(2007:15) menambahkan bahwa istilah kebijakan sering digunakan baik dalam cakupan
luas seperti “kebijakan luar negeri” maupun sempit seperti “kebijakan debirokratisasi”, dan
sering dipertukarkan dengan istilah seperti program, tujuan, keputusan, dan peraturan.

Richard Rose (Winarno, 2007:17) melihat kebijakan sebagai rangkaian kegiatan yang
saling berkaitan dan memiliki konsekuensi bagi masyarakat, bukan hanya sebagai keputusan
tunggal. Sementara itu, David Easton (Agustino, 2009:19) mengartikan kebijakan sebagai
“the authoritative allocation of values for the whole society”, yakni alokasi nilai-nilai yang
sah yang dilakukan oleh otoritas politik kepada masyarakat.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan tertentu, menyelesaikan masalah publik, dan mengatur kehidupan masya-
rakat secara sistematis melalui regulasi yang bersifat mengikat. Kebijakan ini dapat berupa
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, hingga peraturan daerah yang
mencerminkan intervensi pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
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BAB 5
POLITIK HUKUM PASCAAMADEMEN UUD 1945

A. Amandemen UU 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disusun
dalam waktu relatif singkat, yaitu selama 49 hari, dimulai dari tanggal 29 Mei hingga 16
Agustus 1945, oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI). Proses penyusunannya berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan
menjelang proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno menyebut UUD
NRI 1945 sebagai “UUD kilat”, yang dirancang secara cepat dan dianggap perlu untuk
disempurnakan di kemudian hari oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Seiring perkembangan politik dan ketatanegaraan, UUD NRI 1945 mengalami berbagai
perubahan. Perubahan pertama terjadi ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda,
sehingga UUD NRI 1945 diganti dengan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnya,
pada tahun 1950, sistem federalisme RIS dibubarkan dan digantikan oleh Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) 1950 atas dasar semangat persatuan nasional. Kemudian, pada 5
Juli 1959, melalui Dekrit Presiden, UUDS dicabut dan Indonesia kembali menggunakan UUD
NRI 1945 dalam bentuk aslinya, sebagai reaksi terhadap kegagalan Konstituante dan alasan
subjektif dari pemimpin negara.

Era Reformasi menjadi momentum penting dalam sejarah perubahan UUD NRI 1945.
Perubahan dilakukan melalui proses amandemen yang demokratis dan partisipatif, sebagai
respons terhadap praktik pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter dan mengabaikan
hak asasi manusia. Reformasi ini menuntut pemulihan konstitusionalisme dan perlindungan
hukum bagi warga negara.

Sri Soemantri (1998) menyatakan bahwa perubahan konstitusi tidak hanya sekadar
menambah atau mengurangi redaksi dalam UUD, tetapi juga mencakup perubahan substansi
yang dapat dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan konstitusi. Sementara itu, Bagir
Manan (2003) lebih memilih menggunakan istilah “pembaharuan” untuk menggambarkan
proses perubahan Kkonstitusi, yang mencakup penambahan, perincian, dan penegasan
norma-norma dasar. Dalam konteks Indonesia, pembaharuan tersebut tetap harus menjaga
konsensus nasional, seperti bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan
dasar negara Pancasila.

Secara global, konstitusi di berbagai negara umumnya memuat ketentuan formal
mengenai prosedur perubahan. Kompleksitas prosedur tersebut mencerminkan komitmen
suatu bangsa terhadap stabilitas konstitusional. Makin sulit prosedur perubahan, makin
besar penghormatan terhadap konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem
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berantas korupsi melalui pembentukan kebijakan dan peraturan yang transparan,
akuntabel, serta disertai dengan penegakan hukum yang konsisten di semua
tingkatan.

4. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pendampingan hukum
Masyarakat harus diberdayakan agar memiliki pengetahuan hukum yang memadai
melalui edukasi hukum yang terstruktur. Pemerintah juga harus memperkuat
bantuan hukum struktural kepada kelompok rentan agar mereka tidak terping-

girkan dalam proses hukum.

Dengan menjalankan langkah-langkah tersebut, politik hukum di Indonesia diharapkan
mampu menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi sarana
untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila.
Dalam konteks ini, politik hukum yang berlandaskan Pancasila bukan hanya ideal, tetapi
merupakan keharusan konstitusional untuk membangun negara hukum yang demokratis
dan berkeadilan.
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BAB 7
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM
DI BIDANG HUKUM PIDANA

A. Pengertian Politik Hukum dalam Konteks Hukum Pidana

Secara umum, politik hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian kebijakan dasar yang
ditempuh oleh negara dalam bidang hukum, yang merefleksikan kehendak dan orientasi
politik dari penguasa negara dalam merumuskan, membentuk, melaksanakan, serta mene-
gakkan hukum guna mencapai tujuan-tujuan bernegara yang bersifat fundamental, seperti
keadilan, ketertiban, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahfud
MD. (2009), politik hukum tidak hanya bersifat teknis yuridis, melainkan juga merupakan
cerminan dari pertimbangan ideologis dan sosiologis yang mewarnai sistem hukum suatu
negara. Dalam hal ini, politik hukum berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai ideal
dalam konstitusi dengan realitas sosial-politik dalam perumusan kebijakan legislasi dan
pelaksanaannya di lapangan.

Politik hukum memuat dimensi konseptual sekaligus operasional mengenai bagaimana
hukum dibentuk dan digunakan oleh negara sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering),
sekaligus sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
Politik hukum juga mencerminkan arah kebijakan hukum yang dipilih oleh negara dalam
periode tertentu, baik dalam rangka mengatur hubungan antarwarga negara maupun dalam
rangka mengatur hubungan antara negara dan rakyatnya dalam kerangka negara hukum
yang demokratis.

Dalam ranah hukum pidana, politik hukum memiliki pengertian yang lebih spesifik,
yakni sebagai bentuk artikulasi dari arah, strategi, dan pilihan-pilihan kebijakan negara
dalam menentukan tindakan-tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (crimina-
lization), dalam merancang sistem pemidanaan (penal system), serta dalam membentuk
mekanisme perlindungan hukum terhadap individu dan masyarakat dari berbagai bentuk
perbuatan yang mengancam ketertiban umum, keselamatan, dan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, politik hukum pidana berfungsi sebagai landasan normatif dan
strategis bagi negara dalam merumuskan norma-norma larangan, menetapkan jenis dan
beratnya pidana, serta menentukan sejauh mana hukum pidana dapat digunakan sebagai
instrumen intervensi sosial dalam rangka perlindungan masyarakat (social defense) dan
pembangunan kesejahteraan sosial (social welfare).

Sebagaimana ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief (1994; 2010), politik hukum pidana
adalah bagian dari politik hukum nasional yang berfokus pada kebijakan penal (criminal

policy), yang diarahkan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang ideal, adil, dan efektif,
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BAB 8
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM
DI BIDANG HUKUM PERDATA

A. Peran Politik Hukum dalam Bidang Hukum Perdata

Politik hukum dalam bidang hukum perdata dapat dimaknai sebagai seperangkat
kebijakan normatif dan strategis yang ditempuh oleh negara guna merancang, mereformasi,
dan menegakkan sistem hukum perdata yang mencerminkan nilai-nilai dasar ideologi
nasional, terutama Pancasila, serta merespons dinamika kebutuhan masyarakat dalam ber-
bagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, politik hukum tidak
hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai alat
untuk membentuk struktur sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Hukum perdata sendiri, sebagai bagian dari hukum privat, memiliki karakteristik
hubungan hukum yang bersifat horizontal, yaitu antara subjek hukum yang memiliki ke-
dudukan setara. Cakupannya sangat luas, mencakup peraturan-peraturan yang mengatur
hubungan antarindividu dalam bidang perikatan, perjanjian, kepemilikan, tanggung jawab
keperdataan, hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, warisan, serta perbuatan
melawan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2008), hukum perdata merupakan
perangkat hukum yang berfungsi memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan dalam
kehidupan perdata masyarakat. Di sisi lain, Peter Mahmud Marzuki (2020) menegaskan
bahwa politik hukum harus merefleksikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di
tengah masyarakat, sehingga hukum tidak sekadar menjadi norma yang kaku, tetapi juga
menjadi cerminan dari kesadaran hukum kolektif.

Politik hukum perdata tidak semata-mata dipahami sebagai kerangka normatif yang
berfungsi untuk mengatur perilaku antarindividu dalam masyarakat, melainkan juga
sebagai instrumen ideologis dan sosial yang strategis dalam membentuk sistem nilai
dan tatanan sosial yang adil, beradab, dan berkelanjutan. Dalam konteks negara hukum
Indonesia yang berdasar pada Pancasila, politik hukum perdata memiliki peran penting
dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai fundamental seperti keadilan,
kemanusiaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta ketertiban sosial sebagai pilar kehi-
dupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (2008), hukum perdata me-
miliki kontribusi esensial dalam menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan antar
warga negara dalam konteks relasi keperdataan yang bersifat horizontal. Hukum ini menjadi
landasan bagi masyarakat untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban keperdataannya
dengan jaminan perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Selanjutnya, Peter Mahmud
Marzuki (2020) menegaskan bahwa politik hukum, termasuk dalam ranah hukum perdata,
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idealnya harus berpijak pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law), sehingga
produk hukum yang dihasilkan tidak bersifat asing, teknokratis, atau terlepas dari realitas
sosial yang dihadapi masyarakat.

Politik hukum perdata merupakan elemen fundamental dalam pembentukan sistem
hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkeadilan sosial, dengan tetap menjamin
perlindungan hak-hak individu serta integrasi nilai-nilai budaya dan moralitas bangsa ke
dalam struktur normatif hukum positif Indonesia. Politik hukum perdata berfungsi ganda:
di satu sisi sebagai sarana regulatif untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam
hubungan perdata; dan di sisi lain sebagai instrumen transformatif yang memungkinkan
hukum menjadi cerminan aspirasi sosial, nilai budaya lokal, dan prinsip-prinsip keadilan
substantif dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum perdata menjadi kerangka bagi
legislasi dan penegakan hukum. Politik hukum perdata juga menjadi medium penting dalam
pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan sosial, penghormatan
terhadap hak-hak keperdataan warga negara, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam
struktur hukum modern.

B. Warisan Kolonial dan Urgensi Pembaruan

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi politik hukum perdata di Indonesia
adalah masih digunakannya Burgerlijk Wetboek (BW). Perlu kita ketahui bahwa Burgerlijk
Wetboek (BW) dikenal dalam tata hukum Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). KUHPerdata ini sebagai landasan utama hukum perdata nasional.
BW merupakan produk hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak pemerintahan Hindia
Belanda. BW sendiri diberlakukan sejak tahun 1848. Kemudian, BW diterapkan di wilayah
Hindia Belanda melalui asas konkordansi. Asas konkordansi adalah asas yang mengadopsi
keberlakuan hukum Belanda di wilayah jajahannya.

Setelah Indonesia merdeka, BW—yang dikenal sekarang adalah KUHPerdata—menjadi
sumber rujukan utama dalam perkara hukum perdata. Perkembangan berikutnya adalah BW
mengalami proses adaptasi dalam praktik peradilan Indonesia. Proses adaptasi BW adalah
melalui yurisprudensi maupun interpretasi kontekstual oleh hakim. Namun, substansi nor-
matif BW masih banyak mencerminkan nilai-nilai individualisme liberal, struktur masya-
rakat feodal-kapitalistik, serta pandangan dunia Eropa abad ke-19. Padahal nilai-nilai nor-
matifnya tentu masih bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip keadilan
sosial Indonesia kontemporer (Marzuki, 2020).

Ketika masyarakat Indonesia memiliki ciri khas atau kehasan tersendiri, yaitu sebagai
masyarakat yang pluralistik dan menjunjung tinggi prinsip musyawarah, dan gotong royong,
tentu BW tidak relevan untuk dijadikan sebagai rujukan hukum dalam perkara perdata.
Belum lagi jika dilihat dari sisi perkembangan sosial, budaya, ekonomi, serta keseimbangan
antara hak dan kewajiban, BW dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat
Indonesia modern. Hal ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara struktur hukum yang
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BAB 9
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM
DI BIDANG LINGKUNGAN

Komitmen negara dalam merumuskan dan mengarahkan kebijakan hukum yang
responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer merupakan bentuk perwujudan dari
implementasi politik hukum di bidang lingkungan hidup. Fungsi politik hukum lingkungan
di Indonesia merupakan sebagai instrumen strategis yang berorientasi pada pengendalian
kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan
(sustainable development), keadilan ekologis (ecological justice), dan pemenuhan hak asasi
manusia atas lingkungan hidup.

Lingkungsn hidup ysng seperti apa? Dari tujuan politik hukum lingkungan hidup ter-
sebut tentu memiliki harapan hasil yang diharapkan masyarakat. Yaitu, lingkungan yang
bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ketika politik hukum lingkungan mencapai tujuan dan
mendapatkan hasil yang diharapkan masyarakat, tentu akan memberikan dampak bagi
kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dampak yang dirasakan langsung
oleh masyarakat adalah sehat jasmani dan sehat rohani (lahir dan batin). Selain itu, karena
lingkungannya terjaga dengan baik, maka lingkuingan tersebut dapat dirasakan oleh generasi-
generasi berikutnya (anak-cucu kita).

Coba kita bayangkan jika lingkungan hidup kita rusak. Apa yang terjadi? Jangankan
anak-cucu kita bisa menikmatinya, kita sendiri sengsara dan tidak sehat dan nyaman untuk
menjalankan kehidupan ini. Jika kita perhatikan, apa bencana yang terjadi beberapa dekade
terakhir ini? Kita semua tau dari berbagai platform media, baik cetak, elektronik, televisi,
sosial media, maupun berbagai sumber berita lainnya, bencana banjir, tanah longsor,
gempa bumi, angin putting beliung, dan berbagai bencana alam lainnya. Hal ini sebenarnya
memberikan kita gambaran akan kerusakan lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Oleh
sebab itu, kita semua harus sadar bahwa merawat lingkungan adalah penting yang harus
kita lakukan.

Kerusakan lingkunan yang berakibat pada bencana alam yang terjadi, mau diakui atau
tidak oleh kita semua, adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri terhadap lingkungan
kita. Untuk itu, negara hadir untuk mengatur perilaku manusia dalam menjalankan aktivi-
tasnya agar tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup kita sendiri.
Oleh sebab itu, di sinilah peran politik hukum yang diberikan kewenangan kepada peme-
rintah untuk membuat aturan-aturan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Harus diingat bahwa setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan yang sejahtera
lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat merupakan jaminan negara. Artinya, itu semua hak sudah dijamin oleh negara.
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Jaminan ini tegas termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1). Selain itu, kita sebagai
warga negara juga memiliki jaminan oleh negara atas kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya, baik di laut maupun di darat, termasuk kekayaan yang ada di dalamnya. Jaminan
ini tertuang dalam Pasal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, pemerintah wajib
untuk mengatur dalam penggunaan lingkungan hidup. Agar kehidupan sosial dan budaya
masyarakat, keberlanjutan lingkungan hidup, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam
dapat dilaksanakan dengan baik oleh negara. Tentu tujuan utama dari ini semua adalah agar
seluruh rakyat Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari lingkungan hidup yang terjaga
dan dikelola dengan baik.

Politik hukum lingkungan di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada perlindungan
terhadap ekosistem dari degradasi atau eksploitasi berlebihan, tetapi juga difokuskan pada
upaya pemulihan dan rekonstruksi hubungan antara negara, masyarakat, dan alam dalam
kerangka keadilan sosial dan ekologis. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma
dari pendekatan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat, menuju pen-
dekatan ekosentris dan sosial-ekologis yang mengakui keterhubungan erat antara keber-
lanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Sebagaimana diuraikan oleh Jimly Asshiddigie
(2009), politik hukum lingkungan yang ideal harus mampu menyeimbangkan kepentingan
ekologis dengan hak-hak masyarakat atas sumber daya alam, serta memperkuat peran
negara sebagai penjaga kepentingan publik melalui regulasi yang adil dan partisipatif. Dalam
konteks ini, politik hukum lingkungan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan
cita-cita konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(3) UUD NRI 1945, yaitu menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta memastikan bahwa kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

A. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Implementasi politik hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia memiliki dasar
yang kuat, baik dari aspek konstitusional maupun filosofis. Hal ini mencerminkan komitmen
negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari

hak asasi manusia serta sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

1. Landasan Konstitusional

Landasan fundamental politik hukum lingkungan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
secara eksplisit tercermin dalam berbagai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yang menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kebijakan
sektoral, melainkan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia serta mandat kons-
titusional negara dalam mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan. Landasan
kosntitusional politik lingkungan hidup yang dimaksud yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945
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Dalam konteks ini, politik hukum lingkungan menuntut konsistensi antara perumusan
norma dengan praktik tata kelola sumber daya alam yang transparan, akuntabel, dan ber-
pihak pada keadilan ekologis, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan.
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BAB 4
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM
DI BIDANG PENDIDIKAN

A. Peran Politik Hukum dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam pembuatan peraturan-undangan, peran politik hukum memegang posisi yang
sangat strategis, karena mencerminkan arah kebijakan negara dalam membentuk sistem
hukum nasional. Menurut Mahfud MD. (2009), politik hukum dapat dimaknai sebagai
kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi dari hukum yang akan dibentuk dan
diberlakukan oleh negara. Dalam konteks ini, peran politik hukum mencakup tiga hal utama,
yaitu: pertama, sebagai garis kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan
atau tidak diberlakukan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945. Kedua, mencerminkan latar belakang politik, ekonomi, sosial, dan
budaya yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum. Ketiga, sebagai dasar dalam
menentukan bagaimana hukum tersebut ditegakkan dalam praktik, termasuk evaluasi
terhadap efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum bukan
sekedar mencerminkan produk hukum semata, melainkan juga menjadi alat untuk mere-
kayasa sosial dan mencapai transformasi struktural dalam masyarakat.

Seiring dengan dinamika global dan tuntutan internal bangsa, Indonesia dihadapkan
pada berbagai tantangan besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Tantangan tersebut tidak hanya datang dari derasnya arus globalisasi yang menuntut daya
saing tinggi dalam berbagai sektor, tetapi juga dari permasalahan internal seperti krisis
ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan
dan industri, tetapi juga menjalar ke ranah politik, sosial, bahkan memperkuat potensi
disintegrasi bangsa. Dalam konteks ini, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci
strategis dalam menjawab berbagai persoalan multidimensi yang dihadapi bangsa. Upaya
membangun masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi menjadi agenda
utama dalam reformasi nasional, sebagaimana ditegaskan dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional (Bappenas, 2020). Sebagaimana dinyatakan oleh Tilaar (2002),
kualitas sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan secara sistematis melalui kebi-
jakan pendidikan, ekonomi, dan sosial yang terintegrasi, agar bangsa ini mampu berdiri
sejajar dengan negara-negara maju lainnya.

Salah satu aspek paling strategis dari reformasi konstitusi pasca-Orde Baru adalah
penegasan kembali peran vital pendidikan nasional dalam pembangunan bangsa. Perubahan
ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama
untuk membentuk karakter dan kompetensi warga negara dalam menghadapi tantangan
global sekaligus memperkuat identitas kebangsaan. Pendidikan tidak lagi dipandang
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BAB 11
IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM
DI BIDANG KESEHATAN

A. Pengertian Politik Hukum di Bidang Kesehatan

Politik hukum di bidang kesehatan dapat dipahami sebagai arah kebijakan, strategi
normatif, dan langkah-langkah legislasi yang secara sistematis dirumuskan dan diterapkan
oleh negara guna mengatur sistem kesehatan nasional dalam rangka menjamin terpenuhinya
hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Politik hukum ini mencerminkan
komitmen negara dalam memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, terjangkau, dan
dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Pemikiran ini berpijak pada paradigma bahwa kesehatan tidak semata-mata merupakan
kebutuhan individu, melainkan juga hak kolektif yang melekat pada setiap warga negara dan
dijamin oleh ketentuan konstitusi nasional, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa
setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan bahwa negara bertanggung
jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Ketentuan
Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 tersebut membuktikan bahwa politik
hukum di bidang kesehatan juga mencerminkan upaya negara dalam menjalankan mandat
konstitusional. Karena, secara eksplisit mengakui hak atas kesehatan dan mewajibkan
negara menyediakan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat.

Selain itu, prinsip ini juga sejalan dengan standar hukum internasional, seperti yang
tercantum dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya (ICESCR), yang menegaskan hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan
fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai. Menurut Friedman (2001), hukum
berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering), yang tidak hanya mem-
bentuk perilaku sosial tetapijuga menciptakan struktur distribusi keadilan dan kesejahteraan
dalam masyarakat.

Implementasi politik hukum di bidang kesehatan tidak hanya terbatas pada pem-
bentukan perangkat hukum formal seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, tetapi juga mencakup keseluruhan siklus kebijakan publik yang dijalankan oleh
berbagai institusi negara dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Proses ini dimulai dari
perumusan kebijakan (policy formulation) oleh lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat
melalui Kementerian Kesehatan maupun di tingkat daerah melalui Dinas Kesehatan, lalu
diikuti oleh proses legislasi dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, seperti
DPR dan DPRD. Selanjutnya, lembaga yudikatif juga berperan penting dalam menguji kons-
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titusionalitas kebijakan kesehatan melalui mekanisme judicial review, terutama Kketika
kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.

Lebih dari itu, implementasi kebijakan kesehatan juga memerlukan keterlibatan aktif
masyarakat sipil, organisasi profesi, serta media dalam fungsi kontrol sosial terhadap
penyelenggaraan layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum kesehatan
bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika institusional, sosial, dan
politik yang lebih luas. Menurut Dunn (2003), kebijakan publik harus dilihat sebagai proses
interaktif yang melibatkan formulasi, implementasi, evaluasi, dan umpan balik, sehingga
keberhasilan politik hukum kesehatan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga serta
partisipasi masyarakat secara luas.

Politik hukum kesehatan merupakan suatu sistem normatif yang kompleks, yang
menuntut keberlanjutan dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasinya untuk
menjamin perlindungan hak atas kesehatan secara merata dan berkeadilan. Politik hukum
kesehatan merupakan sarana strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pem-
bangunan manusia secara berkelanjutan. Politik hukum di bidang kesehatan juga menjadi
fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang responsif, adil, dan berkeadilan
sosial, khususnya dalam menjamin kesetaraan akses terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas dan berkelanjutan.

B. Landasan Konstitusional

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sekaligus menjadi dasar normatif
bagi politik hukum di bidang kesehatan. Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa,

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari hak
dasar yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara.

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa,

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan

umum yang layak.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban secara
moral, tetapi juga secara konstitusional dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas
terhadap layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain didasarkan pada ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H
ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, implementasi politik hukum di bidang kesehatan
juga tercermin dalam sejumlah regulasi strategis yang membentuk kerangka hukum sistem
kesehatan nasional. Regulasi-regulasi ini menjadi manifestasi konkret dari komitmen negara
dalam menjamin hak atas kesehatan sebagai hak asasi dan bagian dari hak sosial ekonomi

warga negara.

Politik Hukum | 159



BAB 12
PERAN MEDIA
DALAM SISTEM POLITIK HUKUM NASIONAL

A. Konstribusi Media Terhadap Politik Hukum

Salah satu kontribusi signifikan media massa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
adalah pada aspek transformasi politik. Sejak era Orde Baru hingga masa Reformasi, media
telah berperan aktif dalam membentuk pemahaman politik masyarakat yang pada akhirnya
turut memengaruhi perilaku politik mereka. Media tidak hanya menjadi saluran informasi,
tetapi juga aktor penting dalam membentuk opini publik, membingkai realitas politik, dan
memperkuat partisipasi politik warga negara.

Pada masa pasca-Orde Baru, ketika iklim demokrasi mulai terbuka, pekerja media
menghadapi dinamika politik yang lebih kompleks dan terbuka. Reformasi yang ditandai
oleh jatuhnya rezim Soeharto pada 21 Mei 1998 telah membuka ruang bagi liberalisasi
politik dan kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya kebebasan pers. Dalam konteks
ini, media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi juga secara aktif mengkonstruksi makna-
makna politik baru yang dikonsumsi oleh masyarakat (McNair, 2011).

Transformasi ini turut memengaruhi perubahan perilaku politik masyarakat, khususnya
di sejumlah daerah yang memiliki akses luas terhadap media. Pemberitaan politik yang
semakin bebas dan beragam membuat masyarakat lebih terpapar terhadap berbagai
perspektif politik, yang kemudian diinternalisasi menjadi sikap dan perilaku politik baru.
Dalam perspektif konstruksi sosial atas realitas (Berger & Luckmann, 1991), informasi
media mengalami proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sebelum akhirnya
menjadi realitas subjektif dalam kesadaran masyarakat.

Namun, di balik peran strategisnya, kehadiran media massa dalam era Reformasi juga
menghadapi sejumlah tantangan. Komunikasi politik di Indonesia kontemporer, sebagaimana
dicermati oleh Idy Subandy Ibrahim (2006), menunjukkan adanya proses culturalization
of politics, di mana politik menyatu ke dalam budaya populer. Hal ini menyebabkan politik
dikemas secara hiburan (infotainment), personalisasi tokoh, serta simbolisme, yang pada
akhirnya mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespon isu-isu politik.

Fenomena ini membawa dilema tersendiri. Di satu sisi, kebebasan pers menjadi salah
satu elemen penting demokrasi yang mendorong peningkatan kesadaran politik masyarakat.
Di sisi lain, media juga dapat menjadi instrumen manipulatif yang digunakan oleh elite
politik untuk membentuk opini publik melalui penggiringan narasi (agenda setting) dan
pembingkaian isu (framing) yang berpihak (Entman, 1993).

Sayangnya, aspek media dalam memengaruhi perilaku politik ini masih relatif kurang
mendapat perhatian akademik secara serius, terutama dalam konteks Indonesia pasca-
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reformasi. Padahal, pengaruh media terhadap konstruksi kesadaran politik masyarakat
sangat nyata, baik dari sisi isi pemberitaan, cara penyajian informasi, maupun kepemilikan
dan afiliasi politik media itu sendiri. Media tidak lagi hanya sebagai saluran netral, tetapi
juga sebagai aktor politik yang memiliki kepentingan, orientasi ideologi, dan target ekonomi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menelaah secara akademik bagaimana pembe-
ritaan politik media massa memengaruhi kesadaran politik masyarakat, serta sejauh mana
media mendukung atau menghambat partisipasi politik warga. Penelitian dalam ranah ini
dapat menggali hubungan antara intensitas eksposur terhadap media dengan partisipasi
politik, sikap terhadap demokrasi, dan orientasi terhadap kebijakan publik.

B. Media sebagai Sumber Pengaruh Politik

Pemilihan Umum Serentak yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2024 telah
menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Momentum ini, yang
sering disebut sebagai “Pesta Demokrasi”, merupakan perayaan politik lima tahunan yang
memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan bangsa melalui
mekanisme pemilihan langsung. Dalam konteks demokrasi elektoral, pemilu bukan
hanya rutinitas konstitusional, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip
kedaulatan rakyat serta mewujudkan kepemimpinan yang mampu menyejahterakan masya-
rakat dan mendorong kemajuan bangsa menuju cita-cita konstitusional (Koc-Michalska &
Lilleker, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, dinamika politik Indonesia mengalami
transformasi yang signifikan. Keberadaan media sosial telah merevolusi cara masyarakat
berinteraksi dengan isu-isu politik dan pemerintahan. Fenomena ini memunculkan
konsep baru yang disebut sebagai politik digital, yakni praktik politik yang dimediasi
oleh teknologi informasi, terutama internet dan media sosial. Politik digital menciptakan
lanskap komunikasi baru yang bersifat real-time, interaktif, dan tidak terbatas ruang dan
waktu, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih fleksibel dan
personal dalam kehidupan politik (Chadwick & Howard, 2009).

John Postill dalam Digital Politics and Political Engagement (2020) mengklasifikasikan
politik digital ke dalam empat bidang utama: (1) pemerintahan digital (e-government),
(2) demokrasi digital (partisipasi warga, deliberasi, dan musyawarah), (3) kampanye
digital (aktivitas partai, kandidat, dan pemilu), serta (4) mobilisasi digital (gerakan sosial
dan kelompok kepentingan). Konsep ini menekankan bahwa politik digital bukan sekadar
replikasi dari aktivitas politik konvensional dalam bentuk daring, melainkan menciptakan
ruang-ruang baru bagi keterlibatan politik masyarakat yang sebelumnya tidak tersedia
dalam model komunikasi politik tradisional (Coleman & Freelon, 2015).

Kondisi ini terutama terlihat dalam meningkatnya aktivisme digital di kalangan generasi
muda, khususnya Generasi Z dan milenial, yang secara aktif memanfaatkan platform seperti
Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube untuk mengekspresikan pandangan politik, menye-
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hukum merupakan bagian integral dari proses demokratisasi hukum di era informasi, yang
menuntut keterbukaan, partisipasi bermakna, dan akuntabilitas hukum sebagai nilai-nilai
konstitutif dari sistem hukum modern.

|. Tantangan Etika dan Disinformasi

Meskipun media massa memegang peran strategis dalam mendukung transparansi,
akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam sistem politik hukum nasional, media juga
menghadapi berbagai tantangan etis yang dapat mengganggu fungsinya sebagai penyampai
informasi hukum yang akurat dan kredibel. Salah satu tantangan paling krusial adalah
maraknya disinformasi dan penyebaran hoaks yang berkaitan dengan isu-isu hukum dan
kebijakan publik. Dalam konteks politik hukum, penyebaran informasi yang salah atau
sengaja dimanipulasi bukan hanya menyesatkan pemahaman publik, tetapi juga berpotensi
memperkuat polarisasi politik, memicu disintegrasi sosial, serta melemahkan legitimasi
lembaga hukum (Wardle & Derakhshan, 2017; Tandoc, Lim & Ling, 2018).

Fenomena ini diperparah oleh praktik framing bias dan sensationalism dalam pem-
beritaan hukum, di mana media sering kali menyoroti aspek kontroversial, dramatik,
atau emosional dari suatu peristiwa hukum, alih-alih membahas dimensi substansialnya
secara objektif dan konstruktif. Bias pemberitaan semacam ini tidak hanya mengaburkan
substansi hukum yang sebenarnya, tetapi juga menciptakan narasi-narasi yang berpotensi
menyesatkan publik dalam menilai proses hukum yang sedang berjalan (McNair, 2011).
Apabila media gagal menjalankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme etis—seperti akurasi,
verifikasi, independensi, dan tanggung jawab sosial—maka fungsi ideal media sebagai agen
edukasi hukum dan fasilitator deliberasi publik akan tereduksi menjadi sekadar mesin
reproduksi sensasi dan konflik (Kovach & Rosenstiel, 2007).

Konsekuensi dari pelanggaran etika media tersebut sangat serius dalam konteks demok-
rasi konstitusional. Media yang tidak bertanggung jawab dapat berkontribusi pada delegi-
timasi lembaga-lembaga hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pera-
dilan, serta merusak fondasi rasionalitas dalam ruang publik. Hal ini bertentangan dengan
semangat demokrasi deliberatif sebagaimana dirumuskan oleh Habermas (1984), yang me-
nempatkan komunikasi rasional dan partisipasi bermakna sebagai syarat fundamental bagi
pembentukan opini publik yang demokratis dan legitimasi hukum yang berkelanjutan.

Untuk itu, profesionalisme jurnalis dan keberadaan regulasi media yang ketat serta
independen menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa peran media dalam sistem
politik hukum dapat dijalankan dalam koridor etika, integritas, dan tanggung jawab sosial.
Tanpa adanya standar etik dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, media justru be-
risiko menjadi aktor disfungsi dalam sistem politik hukum, bukan sebagai penopang demok-
rasi hukum yang sehat.
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BAB 13
TANTANGAN DAN ARAH
POLITIK HUKUM NASIONAL

Reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 menjadi tonggak sejarah yang men-
definisikan ulang arah perjalanan politik Indonesia. Meskipun telah berlangsung lebih
dari dua dekade lebih, reformasi belum sepenuhnya mencapai tujuannya. Proses transisi
demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, sembari membuka peluang
besar untuk membentuk sistem politik yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

Salah satu tantangan krusial yang terus membayangi reformasi politik adalah korupsi.
Meskipun telah dibentuk lembaga-lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), praktik korupsi masih merajalela di berbagai jenjang pemerintahan, baik
pusat maupun daerah (ICW, 2024). Reformasi kelembagaan semata tidak cukup apabila
tidak diikuti dengan perubahan dalam budaya politik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai
integritas, akuntabilitas, dan transparansi (Rahardjo, 2006). Tanpa penanganan serius ter-
hadap korupsi secara struktural dan kultural, cita-cita untuk menciptakan tata kelola peme-
rintahan yang bersih dan efisien akan sulit terwujud (Asshiddiqie, 2005).

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang
baru bagi partisipasi publik yang lebih luas. Akses terhadap informasi dan kemudahan
komunikasi memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menuntut
akuntabilitas dari para pemangku kebijakan (Aspinall & Mietzner, 2010). Keterlibatan aktif
warga negara sebagai subjek politik dapat memperkuat demokrasi substantif dan menjadi
motor penggerak perubahan yang bermakna.

Pendidikan politik juga menjadi aspek strategis dalam mendukung keberhasilan refor-
masi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang sistem politik, hak-hak
konstitusional, dan fungsi lembaga negara akan lebih mampu berpartisipasi secara kritis
dan konstruktif dalam kehidupan demokratis (Budiardjo, 2013). Oleh karena itu, upaya
peningkatan kualitas pendidikan politik harus menjadi prioritas, baik melalui kurikulum
formal maupun inisiatif masyarakat sipil.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga menjadi tantangan fundamental dalam mewu-
judkan cita-cita reformasi. Meski reformasi bertujuan menciptakan keadilan sosial, realitas
menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan dan distribusi kekayaan masih tinggi (OECD,
2023). Reformasi politik yang berorientasi pada keadilan sosial harus disertai dengan
langkah konkret seperti reformasi perpajakan, penguatan perlindungan tenaga kerja, dan
kebijakan ekonomi inklusif yang berpihak pada kelompok rentan.

Aspek desentralisasi menjadi dimensi lain yang memerlukan perhatian. Meskipun

desentralisasi telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan
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orientasi pada aspek legal-formal akan bersifat kosong tanpa ditopang oleh penerimaan dan
pemahaman masyarakat.

Dalam kerangka ini, pendekatan hukum sebagai institusi sosial menjadi sangat relevan.
Hukum harus dipahami tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi sebagai refleksi
nilai-nilai dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan
pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick (2008) yang menyatakan bahwa sistem hukum
yang ideal adalah responsive law—hukum yang mampu merespons dinamika sosial dan
berakar pada legitimasi partisipatif. Maka, membangun budaya hukum berarti membangun
kesadaran hukum (legal consciousness) yang tumbuh dari bawah, bukan sekadar dipaksakan
dari atas.
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